SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa sesuai dengan surat Gubernur Jawa

Tengah nomor 900/0002619 Tanggal S
Februari 2018 perihal Penyampaian alokasi
Belanja Bantuan Keuangan APBD Provinsi
Jateng Tahun Anggaran 2018 kepada
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa,
menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah akan memberikan bantuan keuangan
kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas;

bahwa sesuai dengan surat Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
nomor S-591/MK.7/2017 tanggal 6 Desember
2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah
Daerah untuk Program Hibah Integrated

Participatory Development and Management of



Irrigation Project (IPDMIP), Pemerintah
Kabupaten Banyumas mendapat alokasi dana
hibah yang bersumber dari pinjaman luar
negeri untuk melaksanakan program tersebut;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan romawi V
angka 22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, menyatakan
bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari
Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau yang
bersifat earmark, Dana Bagi Hasil-Sumber
Daya Alam Tambahan Minyak Bumi dan Gas
Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, Dana
Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi
Khusus dan/atau Dana Alokasi Khusus
Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana
Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua
dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta, Dana Darurat, Bantuan
keuangan yang bersifat khusus dan dana
transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan dalam APBD, dapat
dilaksanakan mendahului penetapan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
a) Menetapkan Peraturan Kepala Daerah
tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya ditampung dalam Rancangan
peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD atau disampaikan dalam LRA
apabila Pemerintah Daerah tidak
melakukan perubahan APBD.
b) Dalam hal program dan kegiatan yang

bersumber dari dana transfer yang sudah
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jelas peruntukannya serta pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya sebagaimana tersebut
diatas diterima oleh Pemerintah Daerah
setelah penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD, penganggaran
program dan kegiatan dimaksud dilakukan
dengan mengubah Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran,;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan dan
pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD;

e. bahwa dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018
terdapat beberapa program dan kegiatan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang obyek
belanja dan rincian obyek belanjanya tidak
sesuai dengan perencanaan sehingga perlu
dilakukan pergeseran anggaran;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
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dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d dan huruf e, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.jdihbanyumaskab.go.id



http://www.jdihbanyumaskab.go.id/

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5165);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
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6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3
Seri E);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2005-2025 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4
Seri E);

28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun  Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran II Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2017 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2018 Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran la dan Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Maret 2018

Pit. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

BUDHI SETIAWAN

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001
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